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BUPATI SINTANG 

PERATURAN BUPATI SINTANG 

NOMOR 3 TAHUN 2014 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG 
TAHUN ANGGARAN 2015 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SINTANG, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah 
sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan 
pembangunan nasional; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf 
d, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah merupakan penjabaran dari 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat 
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas 
pembangunan daerah, rencana kerja dan 
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh 
pemerintah daerah maupun ditempuh dengan 
mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu 
kepada rencana kerja pemerintah; 

c. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a dan 
huruf b tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten 
Sintang telah melaksanakan musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun Anggaran 2015 dengan melibatkan unsur-unsur 
penyelenggara pemerintahan; 

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional, dinyatakan 
bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan 
dengan Peraturan Kepala Daerah; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, 
huruf b, huruf c dan huruf d tersebut diatas, maka 
perlu membentuk Peraturan Bupati Sintang tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang 
Tahun Anggaran 2015; 

Mengingat ... 



ingat «4en 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Undang-Unad 
Penetapan ·,N'' Nomor 27 'Tahun 1959 tentang 
1953 tenta, "P8 Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
Kalimanta '_Smbentukan Daerah Tingkat II Di 
Tahun 195 'baran Negara Republik Indonesia 
Republik 1,,_"or 9, Tambahan Lembaran Negara 
Undang (,,"sia Nomor 352) Sebagai Undang­ 
1959 N, mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
Indo..,""?2, Tambahan Lembaran Negara Repubik 

omor 1820); 

{["g 'dang omor as Tahon 19o9 «enang 
.~;'?Pggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 
p, 'BS, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara 
"Publik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

Undang­Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang­Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4150); 

Undang­Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

Undang­Undang Nomor · 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang­Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

Undang­Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

Undang­Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

1 d esia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
", n Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
"""hikana tetah diubah beberapa al» terakehir 
set 36 tndang­Undang Nomor 12 Tahun 2008 d",~ Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
(Lem' g2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Nomor » •• 
Indonesia Nomor 4849); 

9. Undang­Undang ... 



9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Undang-Unda 
Perimbangan ; BNomor 33 Tahun 2004 tentang 
Pemerint~a, ";"&an Antara Pemerintah Pusat Dan 
Indonesia Ta,, 'rah (Lembaran Negara Republik 
Lembaran Ny, 'n 2004 Nomor 126, Tambahan 

egara Republik ' Und: hk Indonesia Nomor 4438); 
ang-Undang N 

Pembentukan tomor 12 Tahun 2011 tentang 
(Lembaran y., Peraturan Perundang-Undangan 
Nomor 8_'Bara Republik Indonesia Tahun 2011 
Indonesia ',_ 'ambahan Lembaran Negara Republik 

a lomor 5234); 
Undang-Uid 
Ren nang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 7_, a Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
,,,,' 2005 -- 2025 (Lembaran Negara Republik 
."""Sa Tahun 20o7 Nomor 33, Tambahan 

mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4300); 
:eraturan P�merintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 

encana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang 
Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran 
Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

P turan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
era . tah Antar p . 

P baman urusan Pemenn an a emenntah, 
em !' .. : D: Pe . 

Pemerintahan Daerah Proving ?_ emerintahan 
ah Kabupaten/Kota (Lembaran {egara Republik 

Daer Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Indon° gara Republik Indonesia Nomor 4737); 
Lembaran 

19. Peraturan .. 



19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

Peraturan p O; . emerintah rganisasi pe, Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Republik In."gkat Daerah (Lembaran Negara 
Lembaran ,"Ssia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Perat,, ·Bara Republik Indonesia Nomor 4741); 

a Iran Pe : 
Tahapan, s"""Tintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Evaluasi'pi["_Sara Penyusunan, Pengendatian dan 
(Lembare ,,anaan Rencana Pembangunan Daerah 
Nom6''' ""gara Republik Indonesia Tahun 2008 
Indone s. Tambahan Lembaran Negara Republik 

es1a Nomor 4817) 
[P'tusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang 
~"""an Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan ,"""a Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

'n 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
epublik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 
2010; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara 
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah; 

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 
Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sintang Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 
2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 
2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sintang Nomor 3); 

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sintang Nomor 1); 

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);sebagaimana 
telah diubah Tahun 2013 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5,Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5); 

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Kabupaten Sintang Tahun 2010-2026 (Lembaran 
Daerh Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang 
Nomor 5); 

27. Peraturan ... 



Menetapkan 

27. 

28. 

Peratur 
2010 n Daerah at 
p. ["ntang Pen, Paten Sintang Nomor 6 Tahun 
""rah pan ',"""an Perencanaan Pembagunan 
bangunan Ka, @naan Musyawarah Rencana 

Kabupaten Sine.,'Paten Sintang (Lembaran Daerah 
Lembaran Daer''un 2010 vomor 6, Tambahan 

bupaten Sintang Nomor 6); 
Peraturan D 
2 aerah Kab . 012 tentan upaten Sintang Nomor 3 Tahun 
Menengah p_'' Rencana Pembangunan Jangka 
2015 (Lem~"rah Kabupaten Sintang Tahun 2011­ 

aran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3); 

MEMUTUSKAN: 

{&ATURAN BUPAT1 TENTANG RENCANA KERJA 
MERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 

ANGGARAN 2015 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang. 
2. Bupati adalah Bupati Sintang. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
4. 

5. 

6. 

7 

8. 

9. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan 
ditetapkan dengan peraturan daerah. 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD 
adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang 
untuk Periode 1 (satu) Tahun. 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Derangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna 

nggaran/Pengguna Barang dilingkungan Pemerintah Kabupaten 

Sintang. 

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

enja­SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun. 
Re .. An zaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah 

encana Kerja dan gg be.: 
dokumen perencanaan dan penganggaran �ang lakens1akprogram dan 
kes. 1gdiperlukan untuk me csan cannya. "giatan serta anggaran yan 

10. Kebiiaksn 



11. 

" 000405 
Kebijakan Umum APBD yang selanj itn : umum tentang arah kebijaka, H!ya disingkat KUA adalah petunjuk 
daerah dalam penyusunan Pendapatan, belanja dan pembiayaan 
yang discpakati bersan,_ P"doman Rencana Kerja dan Anggaran SKPD 

a antara Per . . 
pedoman dalam penyusur menntah Daerah dan DPRD sebagai 

nan RAPBD. 
Prioritas dan Plafon An 
PPAS adalah ranca_ 'aran Sementara yang selanjutnya disingkat an program . ., anggaran yang diberikan ke, Prontas dan patokan batas maksimal 
acuan dalam penyus Pada SKPD untuk setiap program sebagai 

unan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 

BAB II 

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2015 merupakan 
dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Sintang untuk periode l 
(satu) tahun Anggaran yaitu Tahun Anggaran 2015, yang dimulai dari tanggal 
1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015. 

Pasal 3 

(1) Maksud di tetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sintang 
Tahun 2015 adalah : 
a. sebagai pedoman bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Sintang dalam menyusun RKA SKPD Tahun Anggaran 2015; 
b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sintang dalam 

menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2015. 
(2) Tujuan ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sintang 

Tahun 2015 adalah : 
a. tersusunnya RKPD Kabupaten Sintang sesuai dengan kebutuhan dan 

aspirasi masyarakat; 
b. tersusunnya prioritas program dan kegiatan pembangunan Kabupaten 

Sintang pada Tahun 2015 yang mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten 
Sintang Tahun 2011-2015; 

c. terwujudnya sinergi antara perencanaan pembangunan daerah dan 
penganggaran pembangunan daerah Tahun 2015. 

Pasal 4 

uang Lingkup RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat tentang 

Hasil pelaksanaan RKPD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2014; 
Kerangka ekonomi daerah Kabupaten Sintang beserta kerangka 
Pendanaan: 
Prioritas dan sasaran pembangunan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 
nggaran 2015; dan b .. ~ Rene ' d prioritas daerah Kabupaten Sintang Tahun Cana program tan 
Anggaran 2015. 

Pasal 5. ... 



000406 

Pasal 5 

g«PD Kabupaten Sintang sebag . 
:baran dari Rencan: p, '&ammana dimak pen) Tahun 2011.5," 'embangunan a,, Pd dalam Pasal 2, merupakan 

gjntan8 2O15. gka Menengah Daerah Kabupaten 

RENCANA BAB III 
RJA PEMBANGUNAN DAERAH 

Pasal 6 

pKPD Kabupaten Sintang Tahun A 
Bahan Penyusunan Ran ggaran 2015 disusun untuk: a. cangan Kebiiak 
lingkungan Pemerintah Kab ·cbuj can Umum APBD serta PPAS di 

upaten Sintang; 
b. Rancangan KUA APBD dan PPAS : 

yang telah disusun sebe s, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah 
kepaa DPRD nail"it"; dimaksu pada ayat (). ~isampaikan 
Pen sunan An p, as sebagai pembicaraan pendahuluan 

yus ggaran 'endapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2015; 

c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian 
antara Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2015 hasil 
pembahasan bersama DPRD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sintang Tahun 2015. 

Pasal 7 

Seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang berkewajiban 
melaksanakan RKPD ini secara konsisten, sungguh-sungguh dan 
bertanggungjawab. 

Pasal 8 

Dalam hal substansi Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 
2015 ini tidak dapat dilaksanakan karena sebab-scbab yang rasional dan 
obyektif, maka substansi RKPD tersebut wajib diprogramkan kembali dan 
menjadi prioritas utama pada penyusunan RKPD tahun anggaran berikutnya. 

Pasal 9 

RKPD Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan 
Pagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat mm. 

BAB IV ... 



r 
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BAB IV 
KETENTUAN PENUTUp 

Pasal 10 

raturan Bupati ini berlaku sejak , 
",,setiap orang mengetahu;. (anggal diundangkan. 
Ag'... de nya, memerintahk 
gupati ini lengan penempatannya dale <an pengundangan Peraturan 

am Berita Daerah Kabupaten Sintang. 

Ditetapkan di Sjntang 
pada tangga1, 2dt' ; 201+ 

BUPATI SINTANG, _ 
\✓ � 

11 
K 

/MILTON CROSBY 

Diundangkan di Sintang 
pada tanggal, 2? AM 2014 

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, { 

YO8EPHA HASNAH 
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR 3% 


